
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI I(ALIMANTAN TEI{GAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
I{OMOR }O TAIIUp 2018

TENTANG

PEMBENTUKAIT ORGANISASI DAIT TATA I(ER.'A UNIT PELIIKSANA
TEKNIS DINAS PENGEMBAITGAIT TERITAK BANGI DIIIIAS PERTANIAIY

I(ABUPATEN BARITO TII}IUR

DENGAN RATIMAT TUHAN YAIYG MAHA ESA

Menimbang : a,

BUPATT BAfuTo TrilIuR,

bahwa untuk melaksanakan tugas operasiqnal dinas
dan memberikan kontribusi bagr pengembangan
peternakan di Kabupaten Barito Timur perlu
ditetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Keda
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak
Bangi Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurul a tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur Tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak Bangi
Dinas Pertanian Kabuparen Barito Timur;

Undang-Undang Nomor' 5 Tahun 2OO2, tentang
Pembentukan Kabupalen Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
KabuBaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 418O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a11'

Mengingat 1.

b.

2.



d't.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20t+ tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomcr 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fi;

Undang-Undang Nomor 23 Ta.Iiun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 55B7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
ciengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah {Lembara"n Negara Repu-blik
Indonesia Tahun 2A16 Nomor LL4, Tambahan
Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor' 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2016 Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ot6 Nomor
31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 28);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Incionesia
Tahun 2017 Nomor t2 tentang Pedoman
Pernbentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;

Menetapkan

MEMUTUS1TAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI{AN
ORGAITISASI DAH ?ATA I{ERIA UNI? PELAKSANA
TEKNIS DINAS PEITGEMBANGAN TERNAK BANGI
DINAS PERTANIAN RABUPATENT BARITO TIMUR.

BJ\B I
KETENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perrvakilan Raky-at Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
indonesia sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

5.

6.

7.



-J.

4.

5.

6.

7.

a.

9.

Femerintah Daerah aeialah Kepaia Daerah daiam hai ini tsupati dan
Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Timur.

Kepala Dioas adalah Kepala Diaas Pertanian kabupaten Barito Timur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengernbangan Ternak Bangi dilingkunga.n
Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur.

Tugas Pokok adalah pekerjaan pokok sebagzu sasaran utama yang
dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.

Fungsi adalah peran suatu
tugas/ pekerjaan pokok.

jabatan untuk melaksanakan

Uraian Tlrgas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang rnerupakan upaya pokok yang diiakukan aieh pernegang
jabatan.

Aparatur Sipil Negara, yang seianjutnSra ciisingkat ASN. aciaiah setiap
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diang!<at oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya, dan
digaj i berdasarkan peraturan perundang-,-rndangan yang berlaku.

Jabata"n Pelaksana adalah kedudukarr ya"ng menu4jukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka
menjalankae tugas pokok dan fungsi keahlia.n dealat-au keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.

Aparatur Sipil Negara yang sebenarnya disingkat ASN adalah setiap
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatare Negara atau diserahi tugas Negara lainnya dan
digaj i berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jabatan Pelaksana aciaiah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka
rneninlqn1rqrr rr'rcrqq rroLnlz rlqn frrnoqi kerrhliqn rTanletetr lreferarnnilan

untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang rnenuqjukka:t tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
danf atau keterampilan terientu seria bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya diisyaratkan dengan angka kr:edit.

Nama-nama Jabatan Pelaksana a"da-la"h $ebutan yang menjadi identitas
penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II
PEMBENTUI{AN
Bagiaa Kesatu
Pembentukan

10.

11"

10L2.

13.

L4.
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Pasai 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas
{UPTD) Pengembangall Ternak Bangi pada Dinas Pertanian Kabupaten
Barito Timur.

2. LJnit Pelaksana Teknis Dinas (UFr[D) Pengt:mbangan Ternak Bangi pacia

Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur masuk klasifikasi Kelas A.

BAE III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis l)inas (UPTD) terdiri dari :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD);
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
r. Sfaf.rlen
d. Keiompok Jabatan F"ungsionai

2. Struktur organisasi Unit Felaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimarra
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB TV
KELOMFOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 4

1. Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

2. Nama-nama _iabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perunciangan-undangan.

3. Nama-nama jabatan pelaksana sebagai.mana dimaksud pada ayat (2,

dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

4. Fenetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.

5. Dalam hal terjadi perubahan n€una-namajabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada a3.-at {4} ditetapkan dengan Frepritusan Bupati.

6. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional diangkai dalam jabaian peiaksarra.

7. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
Bada ayat {6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan elitetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
nan rnr{ an drr rnal a h da a
uvr qr^s.4rrtl urrur.5Ati*r.

8. Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.



1.

Baglan K-edua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional dan/atau berkuaiifikasi yang terbagi daiam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas w;.layah dan beban ke{a.

Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan ketentu.anr peratui'an perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjacii tugas dan
fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) disusun standar prosedur kerja atau manual dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur
(soP).

Ketentuan mengenai stanciar proseciur kerja atau manuai cian Stanciar
Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten
Barito Timur dan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simpli{ikasi baik dalam
lingkungan masing-neasing maupun antar satrran organisasi di
lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar
pemerintah riaerah sesuai ciengan tugas cian fungsi masing-masing dan
menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksarra Teknis Dinas (UPTD) wajib
menganvasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai Peraturan Perundang-undangan,

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur cian Unit Pelaksana Tei<nis Dinas (UPTDi w4jib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-rnasing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat
pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

_2,

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.



6. $etiap laporan ya-ng ditenma oleh pimpinan satuan kerja da"ri
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penJrusnnan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalzrm rangka pernberian bimbingan kepada bawahan nrasing-masing
setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Daiam hal pimpinan saiuan organisasi di iingkungan Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

berhalangan maka tugas pimpinan satr":.an organisasi dilaksanakan oleh
pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

EAB V
KpPEGAWATAN, ESELOITI

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 7

1. Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPI'D), Kepala Sub Bagian Tata
Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Barito Timur berdasarkan ketentuan Peraturan
Perunciangan -undangan.

2. Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti
stanciar kompetensi teknis di biciang Pertanian Yang ciiatur sesuai
Peraturan Menteri di Bidang Pertanian.

Bagian Kedua
Eselon

Pasa,t 6

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (U[yI'D) adalah jabatan struktural
eselon iV.a atau jabatan perlgawas.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabar-an struktural eselon IV.b atau
jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasai 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas

$PfD) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),

Anggaran Pen<iapatan Beianja Negara IAPEiN) cian sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

7.

8.



BAB VN
I(ETEITTUAIY PEI{UTT'P

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tangsai / l4ft 2018

S{T SUPA,TI BARITO TIMUR,

Diundangkan di ?am$ng Layang
pada tanggal 7 lrtgr 20 18

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR IO

TIMUR,

ilr",rtsA
tI F : 

-



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR IO TATIUN 2018
TENTAFI-G PENfiBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGEMBANGAN TERNAK BANGI
DIMAS PERfAITIAIT KABUPATEN BARITO
TIMUR

STRUr(TUR ORGATUSAST UNIT PELAKSANA TEr{IWS DII{AS {UPTD}
PENGEMBANGAN TERNAK BAIYGI DII{AS PER?A"![IAN

I(ABUPATEN BARITCI TIMUR

Plt, BUPATI *BARITQ T-IMUR,

fir1ah,
IT.ST'RIAJTSYA}I

KEPAIA SUBBAGIAN

TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL


